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Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah, telah disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan dibidang Kehutanan, agar diperoleh sinergitas maka penyempurnaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terutama dalam kaitannya 
dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan urusan dibidang 
kehutanan. 
Untuk lebih mendorong tumbuhnya investasi di bidang kehutanan dalam peraturan 
pemerintah ini diatur beberapa kegiatan yang merupakan insentif bagi dunia usaha 
khususnya dalam bidang pembangunan hutan tanaman. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan pengaturan 
kembali Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 dengan menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan. 
Dalam penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dilaksanakan 
dengan mernperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, keberpihakan 
kepada masyarakat kecil, mendorong pertumbuhan dan investasi. 
 
 
PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
 
Pasal 2 

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan: 
a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 
b. pemanfaatan hutan; 
c. penggunaan kawasan hutan; 
d. rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta 
e. perlindungan hutan dan konservasi alam. 
Pengaturan mengenai penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi 
hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam, diatur dengan peraturan 
perundang-undangan tersendiri. 
 

Pasal 3 
Cukup jelas. 
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Pasal 4 
Ayat (1) 

Cukup jelas.  
Ayat (2) 

Cukup jelas.  
Ayat (3) 

Termasuk dalam kewenangan publik, antara lain, adalah : 
a. penunjukan dan penetapan kawasan hutan; 
b. pengukuhan kawasan hutan; 
c. pinjam pakai kawasan hutan; 
d. tukar menukar kawasan hutan; 
e. perubahan status dan fungsi kawasan hutan; 
f.  proses dan pembuatan berita acara tukar menukar, pinjam pakai 

kawasan hutan; 
g. pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas 

pengelolaan hutan yang ada di wilayah kerjanya; 
h. kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Kehutanan. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "fungsi yang luasnya dominan" adalah apabila 
dalam satu wilayah KPH terdiri lebih dari satu fungsi hutan, misalnya 
terdiri dari hutan yang berfungsi produksi dan hutan yang berfungsi 
lindung, dan jika areal dari salah satu fungsi hutan, misalnya fungsi 
produksi, lebih luas atau mendominasi areal yang berfungsi lindung, 
maka KPH tersebut dinamakan KPH produksi (KPHP). 
Penentuan nama KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan adalah 
untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaannya. 
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Pasal 8 

Ayat (1) 
Dalam menetapkan organisasi KPH khususnya yang berkaitan dengan 
sumber daya manusia, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau 
pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan, antara lain, syarat 
kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi 
dibidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri. 

Ayat (2) 
Dalam hal suatu kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung 
yang berada dalam satu wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang 
tergabung dalam KPHK, penetapannya dilakukan oleh Pemerintah. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah 
ketentuan mengenai kemampuan, kompetensi, dan teritorial organisasi 
KPH. 
 
 

Pasal 9 
Cukup jelas.  

 
 
Pasal 10 

Termasuk dalam kegiatan membangun KPH dan infrastrukturnya, antara lain, 
adalah membentuk lembaga pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan 
sertifikasi SDM, mengelola konflik, mengamankan hutan, dan memberantas 
illegal logging. 
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Pasal 11 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "tata hutan" adalah suatu kegiatan untuk 
mengorganisasikan areal kerja KPH sesuai dengan karakteristik KPH 
dan hak-hak masyarakat sehingga perencanaan dan kegiatan 
pengelolaan KPH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "areal tertentu" adalah suatu areal tertentu, 
dalam kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan/atau 
kawasan hutan konservasi, dapat ditetapkan sebagai hutan desa, 
hutan kemasyarakatan, hutan adat, atau kawasan hutan untuk tujuan 
khusus, sehingga keberadaannya tidak lepas dari prinsip pengelolaan 
hutan lestari. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
 
Pasal 13 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
 Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

 Cukup jelas. 
Huruf c 

Strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan 
ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola hutan, dan penataan 
kelembagaan. 
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Pengembangan pengelolaan hutan diarahkan untuk 
mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya 
hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan 
kayu maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok 
berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta 
pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan. 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya hutan" adalah suatu 
informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, 
melalui perbandingan antara pemanfaatan termasuk kehilangan 
sumber daya hutan dan pemulihan termasuk pemulihan secara alami 
sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui 
apakah cadangan sumber daya hutan kecenderungannya mengalami 
surplus atau defisit jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan "para pihak" adalah pengelola KPH, perwakilan 
pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima 
manfaat dan dampak pengelolaan KPH 
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Partisipasi para pihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai 
bentuk partisipasi, paling rendah sampai dengan keterlibatan para 
pihak pada setiap tahapan proses penyusunan perencanaan 
pengelolaan hutan. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Cukup jelas. 
 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah 
pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan rencana pengelolaan 
hutan. 
 

Pasal 16 
Cukup jelas. 
 

Pasal 17 
Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
Cukup jelas. 
 

Pasal 19 
Cukup jelas. 
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Pasal 20 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "dipindah tangankan" dalam ketentuan ini 
adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin 
kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, 
Termasuk dalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatan, 
sebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMS Indonesia, adalah 
pengambil alihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat 
beralihnya pengendalian perusahaan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  
 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "wilayah tertentu", antara lain, adalah wilayah 
hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga 
untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga Pemerintah 
perlu menugaskan kepala KPH untuk memanfaatkannya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Ayat (3) 
Cukup jelas.  
 

Pasal 22 
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" dalam ketentuan ini 
adalah peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. 

 
Pasal 23 

Ayat (1) 
Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat 
setempat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 
menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai amanah untuk 
mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi 
generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 24 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pengolahan tanah terbatas (minimum 
tillage)" adalah berupa kegiatan pengolahan tanah yang 
dilakukan secara non mekanis dan tradisional (tugal).  

 Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Termasuk dalam potensi jasa lingkungan pada hutan lindung adalah 
dapat berupa : 
a. pengatur tata air; 
b. penyedia keindahan alam; 
c. penyedia sumber keanekaragaman hayati; atau 
d. penyerap dan penyimpan karbon. 
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Yang dimaksud dengan "unsur-unsur lingkungan" adalah unsur hayati 
seperti dinamika populasi flora-fauna, phytogeografi dan unsur non 
hayati seperti sifat fisik dan kimia tanah, bebatuan, hydrografi, suhu dan 
kelembaban. 

Ayat (3) 
yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ini adalah 
membayar dengan sejumlah dana atas pemanfaatan air dan jasa aliran 
air untuk pemeliharaan dan rehabilitasi daerah tangkapan air. 
Dana kompensasi yang berasal dari pemanfaatan air dan jasa aliran air 
di setor ke Kas Negara dan diatur sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (4) 
Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah 
kriteria, pedoman, tata cara pemanfaatan jasa lingkungan dan 
pengenaan serta pemungutan dana kompensasi. 
 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "kemampuan produktifitas lestari" adalah 
pertambahan ukuran (volume, berat, jumlah) pertahun dari populasi 
jenis hasil hutan bukan kayu yang bersangkutan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas.  

 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
 

Pasal 28 
Cukup jelas. 
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Pasal 29 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Termasuk dalam usaha perlindungan keanekaragaman hayati, 
antara lain, adalah berupa kegiatan perlindungan, pemanfaatan 
jasa tata air dan wisata alam. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
 
Pasal 30 

Cukup jelas.  
 

Pasal 31 
Cukup jelas.  

 
Pasal 32 

Ayat (1) 
Termasuk dalam pemanfaatan kawasan pada hutan produksi adalah 
memanfaatkan ruang tumbuh dengan tidak mengganggu fungsi 
utamanya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 


